SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)

Menimbang :

Mengingat :

a.

TAHUN 2018-2024
KEPALA DESA MALANGAN,

bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM
Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa;

bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa) dilakukan oleh Tim
Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;

bahwa  berdasarkan = pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b; dipandang perlu
menetapkan Surat Keputrusan tentang Tim Penyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Tim
Penyusun RPJM Desa).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomot 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor
82);



Undang-undang Nomor tahun 6 Tahun 2014 tentang
Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014
Nomor 7);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang —
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
158);

11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2
Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7);

13 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2016 Nomor 10);

14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018
tetang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2018 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018-2024
sebagai berikut:

Penanggungjawab: MARYATNO (Kepala Desa)
Ketua : MARIMAN (Sekretaris Desa)
Sekretaris : MARIMAN, S.Pd (Ketua LPM)
Anggota 1. SAMSUDI (Aparatur Desa)
2. HARYANTO, SS. (Aparatur Desa)
3. SUPARNO (Aparatur Desa)
4. ANDRI HIUAYA (Aparatur Desa)
5. SUGIYANTO (Karang Taruna)
6. MURDIYANTO, S.Pd.(Tomas)
7. SANTOSO (Tomas)
8. SUPATMI (Unsur Perempuan)

Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RPJM Desa adalah
menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2019-2024 berdasarkan
data—data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan
Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara pertisipatif.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Dalam Melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJM Desa
mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indunesia Tahun 2014
Nomor 7), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Pemendagri No.114/2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDT dan
Trans No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan
Permendes PDT dan Trans No. 2/2015 tentang Pedoman Tata
Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah
Desa serta Permendes PDT dan Trans No. 5/2015 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Tim Penyusun RPJM Desa dalam melaksanakan tugasnya
dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (Kecamatan dan
atau Kabupaten), Setrawan (Kecamatan dan atau Kabupaten)
serta pihak lain yang berkompenten.

Masa tugas Tim Penyusun RPJM Desa terhitung sejak
ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini sampai
dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJM
Desa tahun 2019-2024 oleh Kepala Desa.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkam.

Ditetapkan di Malangan
pada tanggal 27 Februari 2019

KEPALA DESA MALANGAN,
ttd

MARYATNO

Tembusan dikirim Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Bulu di Bulu;

3. BPD Desa Malangan di Malangan;
4. Yang bersangkutan;

S. Arsip.



